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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil  penelitian yang telah dibahas pada penelitian ini dapat 
disimpulkan, sebagai berikut: 
1.    Kebijakan Pemerintah República Democratica de Timor-Leste atas pemberian 
ganti rugi terhadap aset tanah dan bangunan milik warga negara asing sejak 
pasca referendum, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan kebijakan pemerintah República Democratica de Timor-
Leste tentang kepemilikan hak atas tanah dalam hal ganti rugi masih berupa 
Rancangan Undang-undang atau Proposta de Lei No.   /2010 Regime 
Especial Para a Definicao da Titularidade dos Bens Imoveis yang belum 
dijadikan sebagai hukum positif. Rancangan Undang-undang tentang 
kepemilikan hak atas tanah  masih di veto oleh presiden agar dapat direvisi 
kembali oleh Parlamen Nasional untuk memperkuat dan mewujudkan 
kepastian hukum terhadap hak kepemilikan dan perlindungan hukum bagi 
warga negara yang merasa dirugikan. 
2.    Kebijakan pemerintah República Democratica de Timor-Leste tersebut belum 
mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang 
meninggalkan aset tanah dan bangunan sejak pasca referendum. 
Hal ini dikarenakan  masalah pemberian ganti rugi yang belum mewujudkan 
perlindungan hukum,  karena belum adanya kesepakatan yang jelas antara 
kedua pemerintahan yaitu  Pemerintah República Democratica de Timor-
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Leste dan Pemerintah Indonesia.  
 Hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang  
pemberian ganti rugi tersebut, sehingga untuk sementara seluruh aset yang 
ditinggalkan masih dalam status quo. Prinsip yang diambil dan  
dikembangkan oleh kedua negara yaitu Indonesia dan Timor-Leste adalah 
win-win solution karena memang sukar memberikan kategorisasi aset untuk 
ganti rugi.  
B. Saran 
1. Kepada Pemerintah República Demoratica de Timor-Leste untuk segera 
membuat suatu kebijakan yang dapat memecahkan masalah aset-aset 
warga negara Indonesia yang ditinggalkan sejak pasca referendum, dimana 
masih menjadi polemik bagi warga negara Indonesia saat ini. 
2. Bagi Parlamen Nasional de Timor-Leste untuk segera merevisi kembali 
Proposta de Lei No.  /2010 Regime Especial para a Definicao da 
Titularidade dos Bens Imoveis yang telah di veto oleh Presiden agar dapat 
mengurangi masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanahan yang 
terus-menerus menbuat konflik diantara sesama warga negara. 
3. Bagi lembaga akademisi dan lembaga-lembaga non departemen yang ingin 
melakukan penelitian lebih lanjut dalam menganalisis serta mengevaluasi 
kebijakan pemerintah República Demokrasi de Timor-Leste atas 
pemberian ganti rugi terhadap aset tanah dan bangunan milik warga negara 
asing  sejak pasca referendum dalam  mewujudkan perlindungan hukum 
bagi subyek hukum yang terasa dirugikan. 
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